SINERGI PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Eka Merdekawai Djaflar, SH., MH.
Dozen Fokultas Hukum Universites Hasanuddin
ckamerdckawatidjafarin gmail.com

Abstrak
Penegakan hukum lingkungan dibarapkan dapar ditakukan secara sinergi oleh aporat pepegak hikum
yang tersebar dalam pelbagar mstanst penegak hukum padas wmumnya dan khususnyn yang terkait
dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pemmhaman substansl hukum lingkungan fidak  boich
dilakukan secarn parsial ogar dapat feclaksans ketaston terbadap hukwm lingkungan, baik oleh
masyarakat maupun aparal penegak hukanm ite sendin schingea torcipta substansi hukem yang utuh
diun menyeluruh agar pemabaman dapat dihilangkan terhadap undang-umdang yang bersifar sekioral,
Demikian pula bodaya hukum sangat menunjang terciptanya  pelaksanaan  penegakan hukum
lingkungan sccarn sinergi di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan agar di kalangan aparat
penegak hukum memiliki persepsi vang sama techadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan,
keynod : “Penegakan hukum”™ dan “*Hukum lingkungan™

Abstract

Enforcement af environmental lows i expected fo be carried out in symergy by law officery whe are
scaffeved in various fw enforcemen! agencies i general ged parficalarie e relation o emviromsmeniol
management, Understanding of the substance of envivommental fow showld wor bhe done partially
adference to emvironmendal laws, hoth by the pubilic and fow enforcement officers itself sa to create a
fegal swhsianee i completefy amd thovoughiv thar pendersianding can be removed to e sectoral
legislation. Likewize stvongly support the creation of culture law enfovcement of envivanmental law
fniplewenitation svaergtes among faw enforcemment officers, I b infendsd thal the law enforcement
dencies huve the same pevcepiion of the implenentation of envirormental fow enfiroomen.

Kevword ;" Law enforcement " und * Environmental Law ™

A. Latar Belakang

Pendin negara telah mengamanatkan kepada Pemerintah Indonesia agar lingkungan hidup
Indonesia memperoleh perlindungan ketike dikelols dofom rangks mewujudkan kemakmuran rakvat.
Perlindungan tersebut terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yong menegaskan “Maka dard pada i negara melinduned segenap hangsa
Indonesia dan sefuruh umpah darah Indoresia”. Pengertian segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesin pada hakikatnya dipersonifikasi schagar lingkungon hidup sebagimana
dikatakun oleh Koesnadi Hardjasoemantri. Oleh karena ity lingkungan hidup wajib dilindungi din
dikelola berdasarkan bokum Indonesia bukan bukum dam negara lain vang mengelola linghungan
hachup i Indonesia,

Perlindungan lingkungan hidup sebagsimana tersical dafam alines Keempial Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 masih merupakan norma dasar (grondnorm) yang memertukan
pemaberan bbb lampd ke dalam batang wbobh Useline-Undasg Dasar Republil Indosess Tehun
(945, Ketikn ditelusuri batang twhuh Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 terlihat suato
norma schagammana distur pads Pasal 33 avar (3) Undang-Undang Dazar Republik Indonesia Tahun
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1945 vang menegaskan “hawd, aiv. dan kekayaon afam vang ferkondung df dalommmea. ailaesad olel
negara dan diperynfukban sebesor-besar bemakuran rakvet”,

Mormm dasar dan norms difam batang wubuh Usdang-Undang Dazar Republik Indomesia
Tahun 1945 mervpakan sate kesotuan yang  bertojuan agar linegkunzan hidup Indomesia wajib
dilindungi takala dilakukan pengelolaan uniuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat, Hal dapat
dibukiikun ketiks dilakukan spmndermen Undang-Undong Dasir Republik Indonesia Tubun 1945 dan
Tahun 19949 sampai dengan fahun 20062 temyata bdak diakukan perubahan, baitk Pembukan maupun
Pasal 33 gval (3} Undone-Undang Dosir Republik Indonesia Tohun 1945 Akon letwpa, pemsimisn
Undang-Undang Thasar Republik Indonesia Tahun 1945 berubsh menjadi Uncing-Undang  Dasar
Negam Republik Indonesia Tehun 1945, Perubahan 1ty sebagai konsekuensi dar kehendak pemangka
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan ketaatan hukum di segala bidang pemenntahan ermasuk di
bidanyg peneelolaan hngkungon hidup.

Perlindungan dun pengelolaan lingkungan hidup vang dimmanatkan dalam alinea keempat
Pembukonn dan Pasal 33 avar (3) Undang-Undaeng Dasar MNegora Bepublik Indonesia Tehun 1945
menghendaki agar diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi “frdonesia sebagai
wegar ek, karenn undang-undang pada hakikatmva merupskan hukum fertulis dan meajadi
hukum yang bersifat modern namun tidak modah mengikuti perkembangan dalam rangka bermegara
dan berbangsa. Undang-undang yang berkenaan dengan pedindungan dan pengelolaan lmghkungan
hidup merupakan bmggungiawab Pembuat Upndang-Undang (Presiden bessama BPewan Perwakilan
Rukvaty, muka pady tanggal tahun 2009 telah disshkon dan divndangkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungen dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Suat kenvataan vang tidak boleh dipungkici bahwa pedindungan dan pengelolaan Lingkingan
hidup tidak hanya diater dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Dalam
arti, fermyata erdapal berbagal undang-undang vang bersifat sektoral vang memilikl fungsi untuk
memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersitat scktoral pula, Keberadaan
undang-undang vang bersifal sckioml mengakibstkan tdak sinergd pelaksanaan penegokan hukum
lingkungan karena aparat penegak hukum melaksanakan wewenangnya tanpa koordinasi dengan
aparat penesak hukom luinnva. Padabal keberadaan Undang-Undang Republik Indonesis Momor 32
Tahun 2009 merupakan “kaderwer™ may “pvung buba™ terhadap ondang-undeng vang hersifa
sekloral vang membenkan upayva perfindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup,

B. Pencgakan Hukum Lingkungan
Perlindungan dsn pengelolaon ingkungan hidup berupaya secara maksimal untuk mencegah
dan wau menanpgulong pencemarman dan atae perusakan Binghungan hidup, Perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup pada hakikamya merupakan substinsi hukam lingkungan. Pencgak
hukum bngkungan sebaga bagian don mstitus penegak hukum wapb menwhani dan bersinerm
dalam pelaksanaan penegakan hukum Tingkungan karena adanya perbuatan hukum sso tidak
melakukan perbuatan hukum vong bersentuhon dengan peclindungan din pengelolaan ingkungan
hidup yang wajib ditegakan,
Suatu kenyataan yang tak dupat dipungkin bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup memiliki 3 (tiga) potensi yang sangat berpenguruh adalah sebagai berikout;
. Pengarub terhadap Lingkungan hidup
Ketikn lingkungan hidup tidak dilindungi dan dikelola secara yunidis serta benar dapat berakibat
pada pencemaran dan atau kerusakannya. Bahkan berpenganil secars global tanpa batas wilavah
dan wakitu yang memogikan bukan hanva negara yang bersanghutan tetopi masuk ke wilayah
negarn lun. Hal inn memeclukon sinergi pelnksannan pencgakan hukum hogkungan oleh apart
pencgak hukum lingkungan diantara negara-negara yang mengalami pencemaran udara dan atau
kerusakan hutan vang tidak dikelols secare lestan.
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PMenearul terhadap Sosial
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berpengaruh kepadn kehidupan masvarakat vang
berkamton dengan penciptaan lapangan pekergaan,  Sgialan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Momor 34 Tabun 2004 fentang Pemermtaban Daerah, berartt sebapian perlindungn
dan pengelolzan lingkungan hidup telah diserahkan kepads Pemenntah Daerah Provinsi dan
Pemenintah Deerah  Kabupaten/®ots,  Penyerahon  scbhagian  perlindungan dan  pengelolaon
iingkungan mdup ke daerah dapmt berakobai kvahtas dan perimdungon dan  pengelofaan
lnekungan hidup juga dipengamahi olel komitmen Pemennioh Daecah Provins: don Pemerniniah
Craersh Kahupaten/ Kot
3. Pengoaruh terhadap Keuangan Newora
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup vang meliputi  akfivitas  porencanaan,
pelaksanuan, pelaporun dun pertungrungjawaban, bermmplikasi terhsdap Keunngan negara, antara
lain;
it} Perencanaan, seperti kebijokon vang (dok tepat, misalova kebijakon gata roang:
h)  Pelaksanaan, seperti pemberian perizinan vang tidak sesusi dengon ketentuan yang berlaku;
ifan
¢) Pelaporan, seperti kegagalan memperhitungkan dampak lingkungan (dana dan kewajiban
reklamuasi).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sumber pendapotan
negars yang bermuary kepeda pajak lingkungen dan penenmasn negarn bukan pujak sebagar sumber
kevangan negara. Ketika tidak dikelola secars benar dapat menghabiskan keuomgun negara yung
dihasilkan. Oleh karena i, perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berujung pada
pertanggunganjawaban  keuangan negnrn hames menjamin kelestarian dean peningkatan  kualitas
Hngkungan hidup.

Sehubungan dengan ketiga potensi yvang sangat berpengaruh tersehut, maka Pemerintah Pusat
muupun  Pemenmiah Dacrah odak boleh berperlaku negatl dofam rangka penegakon  hukum
lingkungan, Berhubung karena, penaatan terhadap hukum ingkungan sangat bergantung pada budaya
hukum yang dimiliks oleh penegek bukwm lingkongan. lwlah sebabnva St Sunder Banckuts
mengatakan balwa penegakan hukum lingkungan merepakan upays untuk mencapai ketaatan terhadap
persiuran dan persvaratan dalam ketenivan hukum yang berlaky secars wowm dan mdividual, melalu
pengawasen den pencrapan (stau ancaman) sarans sdministratf, keperdatasn, dan keprdanann. Tujuan
pencenkan hukum hingkunean odatoh pesaatan (compliance) terhadap mlai=nitn perhsdungan dayva
dukung ekosistern dan fungs: lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan
perundang-undamngsn,

Substansi hukum yang terkandunyg datam hukum lingkungan pada hakikamya meliputi aspek
hukum administruss, ospek hukum kevangan negera, aspek hukom perdata, dan aspek hukom pidana.
Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukom lingkungan melipuni aspek;

. Hukum administeasi negan
2. Hukum keuangan negera;

3. Hukum perdata; dan

4, Hukum pidana.

Eeempat aspek  hukum  tersebut  dopal  ditempul secara terpizall maupun  dilakukan
pengpabungan lebih dan satw aspek bukwm, bilamana dilakukan pencgakan bukum hinghungan.
Sebenarmva perlakian tersebul pada hakikatnya untuk lebili memodahkan penegak hukum lingkingan
untuk mengantisipasi kasos lingkungan yang dihedapt sten ditangani. Lebih ofamanya sdalah adanyva
kesepaliniman sesama penegak hukum lingkungan uniuk mesvelesaikan kasus lingkungan ke depan.

Jika ditelusuri nomma hukum vang terkandung dalam hukum lingkungan, ternyaia bahwa
penegakan hukum lingkungan lebih mengutamakon aspek hukom adminestresi dan aspek hukum
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kevangan nepera daripada aspek hukum perdata dom aspek hukum pidano. Hal im tidak dapat
dipungkin karena fungs: dan tugas vang lebih dominan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungian hidup berade pads pejabal administrast selaku pengambill kepavusan untuk menjaza dan
mclindungt kelestarian fungsi lngkungan ludup. Sementara itu, aspek hukum perdata dan - aspek
hukum pidana dapat diterapkan ketika tefsh menimbulkan kerugian, baik pada Negars vang moliputi
deerah propmsi don deerah kabupatenkota moupun techandap ormg perorangan, kelompok omng, don
badan hukum.

Penerapun satu atau lebih dart keemput apek hukum tersebul dubom rangka penegakan hukusm
lingkungun, berganiung  pada kepentingan  wvang  dilindungl  dengan  nijesn menetralkon b
menormulken keadaan semula terhadap kelestarian funpsi Imghkungan hidup. Penegakan hokum
lingkungan tidak boleh dientukan secara scktoral karena kebutehan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup  merupekon barometer dalam rmangeks pencegahan dan atau penanpgafanean fakior
yang herpengaruh, Sebenarmnya pencgakan hukum bingkungan boleh dilakukan berdasarkan “modus
operandi™ ying terkandung dur kosus lingkungan hidup sehinggn mencapai sesaran vang hendak
dicapai. Hal ini berarti penegakan hukum lingkungan telah melmmpaui atay melewati kendala yang
kadangzkala merupakan suatu hambatan vang tdak pernah terpikirkan,

C. HKendala Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan tidak selalu dapat tefaksana sebagaimana. vang diharaphan
kurens kadungkals mengalomi kendals wise hambaton, Kendals yang berpengarub dalam rangha
penegakan hukum lingkungan dapat bersumber dalam din penegak lukum lingkungan maupun
bersumber dan luar divi penegak hukom bogkungan, Hal mi menunpukkon babwa penegak hubum
lingkungan merupakan sentral atag poros untuk fegaknya hukum lingkungan schingga lingkungan
Ridup tefap berada pada periindungan dan pengeiolaannya benar dan sah secara hukum.

Kendala yang bersumber dalam dini penegak hukum lingkungan dapat berupa, seperti |

1. ndak memabang substins: hukurm bogkungan!

2. kurang penguasaan dan pemahaman terhadap maten hukum hinghkungan;

3. pertlaky vane mensak sistem penegaken hukwm boghunesn, ousalove menerime gratifkas: dan
sejenisnya schingga kadangkala tidak melaksanakan wewenang atau melaksanakan wewenang
fetapd melanggar hukum,

4. adsnys perbedaan penerapan penafsiran hukum terhadap nommo atau kasdah hukoem Iingkungen di
katangzan peneeak hokum hngkungan;

5.  kurangnya pemahaman pencgak hukum hingkungon kepada kejahstan di bidang linghungan hidup
wing berkaan dengin Kewingan negar,

Sementars itu, kendala vanp hersumber dor luwar dinl penegak hukum lingkungan dapat
berupa, seperti;

1. peratzean hukum lingkungan lingkungan tidak jelas makna yang dikandungnya;

2, adsnva dus persturan hukom veng mengatue satm hal vang sama, sehingga penegik hukum
hnglkungan mengalam kebingungan untuk mencrapkannva;

3. tidak adanva peritunin pelaksangan vang dapal menjeliskan substimsi hukom yang memerlokan
pengaturnn lebih lanjug;

4, terbatasiiva biaya untuk menangam penyelesaian kasus lnghungan hidup;

5. penanganan kasus lingkungan hidup masth bersifat seltoral karena dinkibatknn oleh undang-
undang vang bersifal sekioral pula.

Kendala pencgakan hukum lingkungan ferscbut, tdak boleh disnggap schagni  suatu
pemyatnin yang tdak memerlukan pemecahan yang Konknt darr pihak penentu Kebijakan terhadap
pencgakan hukum lingkungan. Kendafa it merupakan faktor yang menyulitkan para pihak yang
mempereleh mneoungjewab hukum untuk menznean kasus bngkunean. Oleh karena ihe, - saainya
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pengambil keputusan menentukan sikap untuk menindakan Kendala pencgakaon hukum lingkungan
agar dapat tenjadi sinergi pelaksanaan penegakan hukum hingkungan schinggs terwujud nomma hukum
atan kaidah hokam dalam Undang-Undang Dasar Negam Repoubohik Indonesia Taban 1943 viang secaim
feens menentukan babwa Indonesia adalah negara hukum,

D, Mensinergikan Felaksanaan Pencpakan Hokum Lingkungan

Untuk mensinergikan penegakan hukum hingkungan maka “podifieal will” dan pemeriniah
sangl memeging peramn peting. Dalam prakiek kelalonepanun, penentuan kebijukion penegakin
hukum pada umomnya dan kKhususnya hokum lingkungan berwda dalam kewenangan  Presiden
Eadanghkaln kewenungan itu, didelegasikan kepads Mentern Negsra Linghungan Hidup selako
pembantu Presaden wniuk ditsangkan dalam benmk peraturan perundang-undangan. Setelah i,
kewenungan penegakun hukum  bngkungan yvang ada padn Menterr Negars Lingkungam  Hidup
dimandatkan kepada pembantumya, baik yeng bertugas di pusat maupun bertugss di daerah propinsi
don di doerh kabupatenSotn serts setiap seal harus bertanggongjowab kepada pemben mandat.

Dalam rangka mengatasi kendala pencgakan hukum lingkungan maka perlu ditempuh tahap-
tabap umiuk mensinergikan pepegakan bukum hngkungon, dengan cacn sebaea berikut;

I, penegak hukum lingkungan vang berasal dan berbagai instansi dapat terhimpun dalam suatu
lembaga atau instans: ferientu;

2. lembaga aton instansd tersebul horus berada di luar dae Jembaga sty instansi vang sda selama
ini;

3. pembentukan lembagn gtan instansi itw harus berpedoman pada hirarkl persturun perindang-
utidangan di Indonesia;

4. pencpak hukum lingkungon yong telah terhimpun harus memperoleh pengembangan keilmuan
fentang pencgakan hukum Dingiungan secara modermn;

5. penegak hukum hames memperoleh penghasilan vang sepatumys dalam kerangka menjamin
pencgnkon hukum hagkongan ke depan;

Ketika ada kemauan politik untuk melakukan sinergt pelaksanaan  penegakan  hukum
Lingkungan maks pengambil kebijakan tdak boleh mengenvampinkan hirarks persturan perundoans-
undangan yang selama ini berlaku, Hal ini bertujuan agar pengambil kebijakan tidak melakukan
perhusian secara melawan hukum alay penvalabgunaan kewenangan yang berakibal pada kebijakan
tersebul. Akibat hukum terhadop kebijakan yang tidak sesuai dengan horarks peraturan perundang-
undangan adalah dapat dnyatekan “batal”™ afau “batal demm hukum™,

Hirarki peraturan perundang-undangan yang sefama im berlaku ditetapkan dalam Pasal 7 avat
{11 Undang-Undung Republik Indonesin Nomor 12 Tabun 2001 tenting Pembentukan  Peritunsn
Perundang-Undangan vang terdiri atas;

Undung-Undeng Dasar Negaran Republik Indonersia Tohun 1945;
Ketetapan Majeliz Permusyawaratan Rakyar,
Lindang-Undang/Peratiran Pemerintah Pengganti Unding-Undang;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Dacrah Provins:: dan

Perateran Dacrah Eabupaten/Kota.

Mensinergikan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan merupakun suatn kebijakan vanp
berada dalam eateean hukum, Oleh karena itu, barus bertindak berdasarkan hukam vang mengatur
tentang hirarki peraturan perundang-undangan yvang berlaku selamn ini. Penuangan kebijakan temscbot
ke dalnim salah satu beéntuk peramran perundapg-undangan merupakan kewaibon vang harus ditasti,
sepanjang di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Ketelapan
Majelis Permusvawaraton Bakyat, Hal o dimokssdkon ager terdapat smkronisast hukum terhadap
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Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 32 Tahun 2009 entang Perlindungan dan Pengelolaan
Lmgkungan Hidup schagai “faderwed” atan “payung dukum” dalsm ranghka pencgakan hukum
lingkumgin,

Apabila kebijakan itn dillakukan cleh Mentenn Negara Lingkungan Hidup moaka bentuk
peratiran vang dibolchkan adafah peraturan menteni. Namun, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Fepublik Indonesia Nomor 12 Tolun 2011 tentang Pembentukan Pemturan Perundang-Undengon,
tidak mengatur keberndasn Persturnn Menter. Akan tetapi, bila ditefusun porma hukam atau kaidah
hukum dilirn Pasal 8 aval (1) Undmmg-Undang Repubhilk Indonesia Nomor 12 Tahon 2001 tentang
Pembentukan Persiuran Perondang-Undangan, termvatn memberi  peluang bigi Menden Negar
Lingkungan Hidup menetapkan Peraturan Mentert. Dengan demikian, kehendak untuk melakukan
singrgn  pelaksanaan pencgakan hukum lingkungan dapar terlaksann dengan tidak mengabaikan
penegakan hukum lainnya,

E. FPenutup

Ide untuk melakukan sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan merupakan wacana
wvang cemerlange. tetaps Didak boleh melakukan perbostan secarn melawan hukum atau penyafahzunaan
kewenangan, Di samping itw, perlu secara tegas ditentukan bentuk peraturan vang menjadi dasar
hukum “sinergi pelaksanaan penegekan hukum fingkungan™ sgar terdapat susty kepastion hukum.
Jangan menvengsarakan penegak bukwm sang ferkail dengon pepegakan hukum lingkongan ketika
telah terjmdi sinerg peluksansan peregakan hukum linghungan.

Sinergt pelaksanonn  pencgakan  hokom fingkungan  pads  hakikatnya  bertujuan  untuk
memudahkan bagi penegak hukum lingkungan untuk sietongani kasus hngkungan vang dibadapinyva.
Di samping wu, penegak hukum lingkungen diharapkan dapat saling tukar pikiran terhadap knsus
limgkungan yang difagani secara bersama. Dengan demikian, sinergt pefaksanaan penegakan ukum
lingkungen sangat membantu penegak hukum lingkungan untuk menegakan hukam lingkungan vang
menpad mngmmignsabnyi.
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